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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Seiring berkembangnya zaman hingga pada saat ini Indonesia telah 
memasuki era revolusi 4.0, dimana saat ini kita di ambang pintu revolusi 
teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup kita, cara 
bekerja dan cara kita bekerja satu sama lain dalam lingkup domestik maupun 
seluruh dunia. Hal ini akan menimbulkan lapangan pekerjaan mulai hilang 
satu persatu dan pengangguran mulai marak karena kurangnya pelatihan-
pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan dan juga dalam 
mempersiapkan era industri baru. 
Persaingan kerja juga semakin ketat dan memicu terjadinya 
pengangguran apabila Indonesia belum siap dengan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang memadai. Professional Sumber Daya harus memeliki 
pengetahuan tentang organisasi dan strategi-strateginya apabila mereka ingin 
memberikan kontribusi secara strategis. Pengetahuan ini juga berarti bahwa 
mereka harus memiliki pemahaman finansial, teknologi dan segi-segi lain 
dari industri dan organisasi tersebut. 
Ketika mahasiswa akan keluar dari masa belajarnya di perguruan 
tinggi, maka harus mempersiapkan kemampuan atau skill dalam memasuki 
dunia kerja serta memiliki keahlian tenaga kerja untuk meningkatkan 
kebutuhan dunia kerja. Disinilah tugas perguruan tinggi untuk memberi bekal 
kepada mahasiswa menghadapi dunia kerja, buka hanya dengan memberikan 
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bekal teori tetapi juga melatih dan memberikan praktik dalam bidangnya. 
Selain itu, penguasaan teknologi pada era ini adalah kunci utama dalam 
menaklukan profesi-profesi terkait serta pemanduan dari berbagai pihak bisa 
menjadi jembatan untuk mempersiapkan diri untuk terjun langsung dalam 
dunia kerja. 
 Berdasarkan hal tersebut, sebelum praktikan menghadapi langsung 
kedalam dunia kerja, untuk mendapatkan gambaran secara langsung akan 
kondisi dunia kerja oleh karena itu Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mengadakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL).  
PKL merupakan kegiatan pendidikan yang menyangkut proses belajar 
untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan 
yang berlaku dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada 
teori. Dengan hadirnya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas kepada mahasiswa secara 
nyata mengenai dunia kerja dan melatih untuk berinteraksi atau 
menyesuaikan diri, mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan serta 
untuk mendapatakan kesempatan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat 
saat perkuliahan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri 
mahasiswa. Disamping itu, Program Studi Akuntansi FE UNJ, diwajibkan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan salah satu 
syarat untuk menjadi lulusan Strata Satu (S1) Sarjana Ekonomi, agar 
mahasiswa Fakultas Ekonomi terbuka wawasannya terkait kemampuan apa 
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saja yang harus dimiliki untuk dapat survive di dunia kerja, sehingga kelak 
lulusan Fakultas Ekonomi Universtitas Negeri Jakarta mampu bersaing 
dengan lulusan institusi lainnya. 
PKL dapat dilakukan mahasiswa di tempat yang berkaitan dengan 
program studi dan konsentrasi. Dalam hal ini tempat praktikan melaksanakan 
kegiatan PKL adalah PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau yang 
biasa disebut TASPEN. Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada kantor 
pusat seluruh Indonesia yang berlamat di Jl. Letjend Suprapto No.45, 
Cempaka Putih, Jakarta Pusa 10520. Dalam melaksanakan kegiatan PKL ini, 
praktikan ditempatkan di Divsi Perbendaharaan selama dua bulan. Selama 
melaksanakan PKL, diharapkan praktikan harus mampu menyelesaikan 
semua pekerjaan yang diberikan oleh instansi dan berkewajiban mematuhi 
dan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku sehingga diharapkan 
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat berjalan efektif.  
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan Latar Belakang di atas, adapun maksud dan tujuan dari 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Maksud PKL 
a. Secara akademik untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai 
persyaratan kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
b. Memberikan gambaran umum dan pengalaman kepada mahasiswa tentang 
kondisi dalam dunia kerja yang sesungguhnya; dan 
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c. Membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku 
perkuliahan dengan dunia kerja yang nyata. 
 
2. Tujuan PKL 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang 
dimiliki oleh mahasiswa; 
b. Memberikan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam 
melaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan 
professional yang siap berkompetensi di dunia kerja; dan 
c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menyiapkan diri 
menjadi sumber daya manusia berkualitas yang memiliki pengetahuan, 
keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan perkembangan zaman; 
d. Memperoleh data dan informasi mengenai sistem yang digunakan dalam 
akuntansi di PT TASPEN (Persero) untuk dijadikan sebagai bahan dalam 
pembuatan laporan. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Pada setiap kegiatan yang dilakukan memiliki pesan atau nilai-nilai 
manfaat yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran, hal tersebut juga terjadi 
pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah selesai dilaksanakan. 
Adapun manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan tersebut adalah:  
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Sebagai sarana belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang baru yang 
tidak diajarkan dalam dunia perkuliahan dan pengetahuan lainnya terkait 
instansi tempat praktik melaksanakan PKL; 
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b. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia kerja 
nyata; 
c. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola tingkah 
laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang profesional dan 
bertanggung jawab; 
d. Mengetahui secara langsung tentang alur kegiatan perusahaan asuransi; 
dan 
e. Sarana melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja 
sehingga praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun 
dalam dunia kerja. 
2. Bagi Perusahaan 
a. Instansi dapat memanfaatkan tenaga praktikan dalam membantu 
menyelesaikan tugas-tugas kantor yang dibutuhkan pada masing-masing 
unit atau divisi; 
b. Lembaga mendapat masukan untuk meningkatkan kualitas kerja; dan 
c. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi 
dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerja 
sama yang saling menguntungkan. 
3. Bagi Perguruan Tinggi 
a. Mengukur seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberi materi 
perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang terjadi di 
dunia kerja; 
b. Dapat menjalin informasi dan kerjasama dengan instansi; dan 
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c. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 
instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia kerja 
terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi pada khususnya. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada 
sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). yang bergerak dalam bidang 
jasa Asuransi Sosial yaitu Asuransi Tunjangan Hari Tua (THT) dan Asuransi 
Pensiun untuk para Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Berikut ini adalah 
identitas lengkap dan tempat pelaksanaan PKL adalah: 
nama instansi : PT TASPEN (Persero) 
alamat  : Jalan Letjend Soeprapto No: 45, Cempaka Putih, Jakarata  
   Pusat  
no. telepon  : (021) 4241808 
faksimile : (021) 4203809 
website : www.taspen.com.id 
tempat PKL : Divisi Perbendaharaan, Sub Departemen Verifikasi  
  Transaski Keuangan.  
Alasan Praktikan memilih PT TASPEN (Persero) sebagai tempat 
pelaksanakan PKL karena ingin mengetahui lebih jauh akuntansi dibidang 
jasa dan sebagai sarana yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan 
yang dimiliki karena lingkup kerja dari Divisi Perbendaharaan yaitu 
mengenai sistematis penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan. 
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E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
Pertama yang harus di lakukan oleh praktikan adalah mencari 
perusahaan untuk Praktik Kerja Lapangan yang sudah diakui keberadaanya 
secara profesional dan letaknya strategis. Sebelum melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan, praktikan mengurus surat permohonan melaksanakan PKL 
di Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) 
yang ditujukan kepada kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT 
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang berlokasi di Jl. 
Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.  
Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh BAKHUM UNJ 
(Lampiran 1, Halaman 44) kemudian pada tanggal 2 April 2018 praktikan 
mengirim surat pengantar tersebut yang disertai juga dengan CV praktikan ke 
bagian SDM PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). 
Lalu, pada tanggal 11 April 2018 pihak dari bagian SDM mengabarkan 
bahwa praktikan diizinkan untuk melaksanakan PKL di Divisi 
Perbendaharaan Sub Departemen Verifikasi Transaksi Keuangan (Lampiran 
2, Halaman 45). Praktikan dapat memulai Praktik Kerja Lapangan pada 
tanggal 2 Juli 2018. Namun, ternyata pada tanggal 2 Juli 2018 bertabrakan 
dengan jadwal ujian akhir semester 108 sehingga praktikan memohon izin 
kepada instasi terkait atas pengunduran pelaksanaan PKL dan meminta PKL 
diundur menjadi tanggal 16 Juli 2018. 
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2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di PT TASPEN (Persero) selama 2 
bulan dimulai dari tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 September 2018 
(Lampiran 3, Halaman 48), dengan ketentuan PKL di PT TASPEN (Persero) 
pada Divisi Perbendaharaan yaitu: 
hari  : Senin – Jum’at 
pukul  : 07.45 - 16.30 WIB  
jam istirahat : 12.00 - 13.00 WIB (Senis – kamis) 
  12.00 -13.30 WIB (Jum’at) 
3. Tahap Penulisan Laporan 
Penulisan laporan PKL dilakukan setelah praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) berdasarkan apa yang telah praktikan kerjakan 
selama di PT TASPEN (Persero). Laporan mulai disusun ketika praktikan 
mendapatkan dosen pembimbing yaitu pada tangal 27 September 2018. 
Praktikan diberi kesempatan untuk membuat laporan PKL selama 2 bulan dan 
6 kali untuk pertemuan bimbingan dengan dosen pembimbing (Lampiran 16, 
Halaman 79).  
Tujuan membuat laporan PKL untuk melengkapi syarat kelulusan 
mata kuliah PKL serta program studi Strata Satu (S1) Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan memulainya dengan 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan proses penulisan 
dan merealisasikannya dalam penulisan laporan PKL. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah PT TASPEN (Persero) 
1. Sejarah umum PT TASPEN (Persero) 
PT TASPEN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang telah sukses menjalankan tugas pemerintah dengan baik, yakni 
menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang 
terdiri dari Program Dana Pegawai Negeri Sipil dan Tabungan Hari Tua 
(THT). Telah didirikan pada tanggal 17 April 1963 dengan nama Perusahaan 
Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang disingkat menjadi 
PN TASPEN1. Sejarah perusahaan mengalami proses pembentukan yaitu 
Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi 
dan Pegawai Negeri. Pendiri PN TASPEN (Persero) bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya yang dirintis melalui 
koferansi Kesejahteraan Pegawai Negeri pada tanggal 25-26 juli 1960 di 
Jakarta. Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain 
menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial bagi pegawai negeri dan 
keluarganya pada saat mengakhiri pengabdiannya kepada Negara. Proses 
pembentukan program pensiun pegawai negeri ditetapkan dengan Undang-
undang No 11 tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun dan Undang-undang 
                                                          
1 Sejarah perusahaan (www.taspen.co.id) 
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No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Janda atau Duda serta undang-undang No 
8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Selanjutnya dengan adanya 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS 
maka dilakukan proses penggabungan program kesejahteraan pegawai negeri 
yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang dikelola PN 
Taspen.  
Ketika itu, kantor pertama PN Taspen berada di Jalan Merdeka No. 64 
Bandung. PN Taspen di Jakarta menggunakan tiga kantor yang tempatnya 
terpisah, yaitu di Jalan Laksa No 12 Jakarta Kota, di Jalan Nusantara 
(sekarang bernama Jalan Juanda) No 11/Atas, dan di Jalan Pintu Besar 
Selatan No 90 (menumpang pada Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya). 
PN Taspen menggunakan ketiganya hingga tahun 1970, hingga kantor pusat 
di Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih selesai dibangun. Hingga saat ini 
Taspen berpusat di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta pusat. 
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang 
Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara, PN TASPEN mendapat peningkatan 
status dari PN TASPEN menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang 
ditetapkan dengan surat keputusan Menteri keuangan Nomor: 
KEP.749/MK/IV/11/1970. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT 
TASPEN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar yang 
disahkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dan telah didaftarkan 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Febuari 1983 dan 
11 
 
 
 
telah mengalami beberapa kali perubahan, Terakhir dengan Akta Nomor 04 
tanggal 05 Februari 2014 yang perubahannya telah diterima dan dicatat 
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2014 Nomor 
AHU-AH.01.10-04345 Dengan banyak pengalaman yang sudah dibuktikan 
dengan berbagai penghargaan, perseroan kembali menerima amanat untuk 
meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara 
melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2015. Kini, PT TASPEN 
(Persero) terus berupaya meningkatkan layanan bagi Aparatur Sipil Negara 
memlalui berbagai macam inovasi yaitu mulai dari digital-based service, 
layanan klim otomatis, layanan kunjungan nasabah hingga layanan klim satu 
jam yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Hal ini merupakan 
komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanan guna 
tecapainya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang berkelanjutan.  
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Dalam mengelola 
Program Asuransi Sosial yang kepesertaannya bersifat wajib (compulsory), 
saat ini PT TASPEN juga mengelola Program Tabungan Hari Tua (THT). 
Ada beberapa Program THT yaitu THT Dwiguna, THT Multiguna dan THT 
Ekaguna untuk pegawai pegawai BUMN/BUMD yang kepesertaannya suka 
rela (voluntary). Sebagai upaya untuk memudahkan peserta TASPEN yang 
tersebar di seluruh Indonesia dalam mengurus haknya, mulai dari 1987 
TASPEN membuka kantor Cabang di semua provinsi dan beberapa 
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kabupaten/kota yang saat ini terdiri atas 50 kantor cabang dengan 6 kantor 
utama. 
2. Visi, Misi PT TASPEN (Persero) 
a. Visi PT TASPEN (Persero) 
Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta 
Jaminan Sosial lainnya yang terpercaya. 
b. Misi PT TASPEN (Persero) 
Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan 
stakeholder lainnya serta profesional dan akuntabel, berlandaskan 
integritas dan etika yang tinggi. 
 
3. Motto Layanan PT TASPEN (Persero) 
 PT TASPEN (Persero) mengannut motto ‘’Delighted Customer 
Services (DCS)” yang artinya, Layanan yang melebihi harapan peserta 
merupakan suatu bentuk layanan paripurna yang akan diberikan TASPEN 
dan diterima oleh peserta TASPEN. Dengan maksud dan tujuan sebagai 
berikut: 
a. Memberikan layanan yang prima 
Sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan dirinya 
kepada pemerintah selama bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya 
apabila PNS diberikan layanan yang baik dan prima. 
b.  Sinergikan layanan pada PNS 
Selama ini masing-masing instansi melayani dokumen dan proses 
permintaan pensiun dengan sendiri-sendiri dan diharapkan kedepan 
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menjadi bersinergi dengan demikian PNS calon penerima pensiun akan 
mendapatkan layanan yang mudah, praktis dan murah. 
c.  Meringankan beban PNS 
Dengan tidak banyaknya mengujungi instansi untuk mengurus dokumen 
pensiun maka secara otomatis akan mengurangi beban biaya yang akan 
dikeluarkan oleh PNS calon penerima Pensiun dan Tabungan Hari Tua. 
d.  Menyederhanakan Jalur Birokrasi 
PNS calon penerima pensiun tidak perlu mendatangi semua instansi yang 
berkaitan dengan proses penerbitan dan pembayaran pensiun, karena 
masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya akan menyelesaikan 
dokumen pensiun dengan tapat waktu. 
e. Memberikan kenyamanan dan keamanan 
Dengan tidak mengurus sendiri ke Kantor Taspen dan tidak bolak-balik ke 
beberapa instansi serta pada saat jatuh tempo uang Pensiun dan Tabungan 
Hari Tua telah di transfer pada rekening perbankan atau Kantor Pos yang 
ditunjuk, maka akan menimbulkan rasa nyaman dan aman. 
f. Menghemat energi dan biaya 
Dengan bersinerginya semua pihak maka PNS calon penerima pensiun 
tidak perlu mendatangi beberapa instansi apalagi bolak-balik dengan 
berdampak pada penghematan biaya dan energi. 
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g. Memberikan informasi yang maksimal 
PNS calon Penerima Pensiun dan Tabungan Hari Tua mendapatkan 
informasi yang jelas dan akurat, sehingga tidak menimbulkan rasa was-
was dan khawatir. 
4. Lima Nilai Utama PT TASPEN (Persero) 
Taspen memiliki kelima nilai utama yang dijunjung tinggi untuk 
dijalankan yaitu: 
a. Integritas 
Satunya perkataan dengan perbuatan dan senantiasa konsisten dalam 
memegang amanah dan tanggung jawab. 
b. Profesional 
Senantiasa bekerja dengan menggunakan kompetensi terbaik yang dimiliki 
untuk memberikan hasil dan manfaat yang semakin meningkat bagi 
perusahaan. 
c. Inovatif 
Kreatif dalam menciptakan dan menerapkan ide-ide baru untuk 
mendukung kemajuan perusahaan. 
d. Kompetitif 
Mempunyai daya saing yang tinggi dengan memiliki keunggulan karakter 
dan kompetensi guna memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan. 
e. Tumbuh 
Berkembang selaras dengan tuntutan perubahan baik eksternal maupun 
internal. 
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5. Logo PT TASPEN (Persero) 
Logo PT TASPEN dibuat bertujuan untuk mencitrakan suatu 
perusahaan atau instansi yang mana logonya sebagai berikut: 
a. Bentuk Bunga dengan lima helai daun bunga 
menggambarkan perkembangan lima jiwa dari satu keluarga. 
Keluarga ini diartikan sebagai keluarga Pegawai Negeri, Perusahaan 
Negara, dan lain-lain yang dilindungi TASPEN; 
b. Lingkaran Putih 
Yang makin mengembang (pada bunga), diartikan sebagai perkembangan 
yang maju pesat dan merupakan suatu arah tujuan TASPEN, yang terus 
berkembang. 
c. Lingkaran Hitam 
sebagai perlindungan terhadap keluarga, dan juga di artikan sebagai suatu 
persatuan wawasan Nusantara 
d. Warna Biru 
Menggambarkan ketentraman, damai, tenang. 
 
B. Struktur Organisasi PT TASPEN (Persero) 
Dalam suatu perusahaan yang telah didirikan harusnya membentuk 
struktur organisasi, sehingga tidak hanya sekedar gedung tempat kerja, tetapi 
juga harus jelas organisasi yang dimaksud. PT TASPEN (Persero) dalam 
melaksanakan operasional memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas 
dan tanggung jawab masing-masing bagian. Berikut ini tugas dan tanggung 
jawab dari struktur organisasi, sebagai berikut: 
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1. Direktur Utama 
Direktur Utama bertanggung jawab membawahi langsung Direktur 
Operasi, Direktur Investasi, Direktur Umum, Direktur Keuangan, Direktur 
Perencanaan, Pengembangan dan Teknologi Informasi. Uraian tugas dan 
tanggung jawab Direktur Utama: 
a. Menetapkan visi dan sasaran strategis dalam upaya meningkatkan kinerja 
pelayanan dan keuangan Perusahaan; 
b. Membuat kebijakan umum perusahaan dan mengambil keputusan strategis 
perusahaan serta bertindak sebagai koordinator Direksi; 
c. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Direktur Operasi, Direktur 
Investasi, Direktur Umum, Direktur Keuangan, Direktur Perencanaan, 
Pengembangan dan Teknologi Informasi; 
d. Menetapkan peraturan-peraturan tentang pembinaan operasional dan 
usaha, keuangan, personalia dan umum, SPI, dan Sekretaris Perusahaan 
untuk dituangkan dalam Keputusan Direksi; 
e. Menetapkan kebijakan proses bisnis Perusahaan; dan 
f. Menetapkan sebagai Dewan Pendiri Dana Pensiun karyawan Taspen. 
 
2. Direktur Operasi 
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Operasi membagi menjadi 
tiga divisi, yaitu Divisi Layanan dan Manfaat, Divisi Kepesertaan dan Divisi 
Aktuaria. Tugas Direktur Operasi sebagai berikut: 
a. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategis operasional 
perusahaan; 
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b. Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan 
pembinaan kegiatan pemasaran, pembinaan kegiatan pelayanan dan 
kegiatan operasional kantor cabang; 
c. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh 
fungsi pelayanan, aktuaria dan pemasaran perusahaan dalam upaya 
mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan dan pemasaran; dan 
d. Merumuskan sasaran kebijakan strategi dalam penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) dibidang operasi, strategi akutaria strategi peningkatan 
sistem layanan dan manfaat. 
 
3. Direktur Investasi 
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Investasi membagi menjadi 
tiga divisi, yaitu Divisi Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang, Divisi Bisnis 
Strategi dan Investasi Langsung dan Divisi Analisis Investasi. Tugas Direktur 
Investasi sebagai berikut: 
a. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategi rencana dalam 
jangka panjang perusahaan dalam bidang investasi; 
b. Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan 
pembinaan kegiatan investasi; 
c. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan 
yang menyangkut kegiatan investasi dan laporan keuangan perusahaan; 
d. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh 
fungsi investasi perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja 
investasi; dan 
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e. Merumuskan sasaran kebijakan strategis pengelolaan dan pengendalian 
terhadap seluruh kegiatan investasi perusahaan. 
 
4. Direktur Umum 
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Umum membagi menjadi 
empat divisi, yaitu Divisi Logistik dan Pemeliharaan, Divisi Desk Hukum, 
Divisi Desk Layanan Kantor Cabang (LKC) dan Unit Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL). Tugas Direktur Umum sebagai berikut: 
a. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategi rencana dalam 
jangka panjang perusahaan dalam bidang umum; 
b. Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan 
pembinaan kegiatan bidang pengelolaan logistik, pembinaan kegiatan 
bidang layanan kantor cabang, pembinaan kegiatan bidang hukum dan 
pembinaan kegiataan unit program kemitraan dan bina lingkungan 
(PKBL); 
c. Membuat kebijakan untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan 
kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;  
d. Merumuskan standar penyelesaian keluhan kantor cabang.  
 
5. Direktur Keuangan 
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Keuangan membagi menjadi 
dua divisi, yaitu Divisi Anggaran dan Akuntansi dan Divisi Perbendaharaan. 
Tugas Direktur Keuangan antara lain: 
a. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategi fungsional 
perusahaan bidang keuangan; 
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b. Merumuskan sasaran dan kebijakan strategi keuangan perusahaan yang 
meliputi bidang anggaran dan akuntansi; 
c. Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan 
pembinaan kegiatan akuntansi manajemen, pembinaan kegiatan akuntansi 
keuangan, dan pembinaan kegiatan perbendaharaan; 
d. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan 
baik yang menyangkut kegiatan pengendalian anggaran dan akuntansi 
serta laporan keuangan perusahaan dan perbendaharaan yang selanjutnya 
ditetapkan dengan keputusan Direksi; dan 
e. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh 
fungsi keuangan Perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan 
kinerja keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Divisi Perbendaharaan 
 
Sumber: http://www.taspen.co.id 
 
Divisi ini merupakan salah satu divisi yang berada di bawah Direktorat 
Keuangan, yang dikepalai oleh seorang Manajer Utama, yaitu Ibu Maphilinda 
Sundari. Beliau membawahi tiga orang Manajer, yaitu Manajer Utang 
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Piutang & Pajak, Manajer Likuiditas dan Manajer Pengelolaan Belanja 
Pensiun. 
Berikut ini tanggung jawab utama dari masing-masing jabatan, yaitu: 
1. Manajer Utama 
Fungsi jabatan dari Manajer Utama, yaitu bertanggung jawab atas 
pengelolaan dan pengendalian seluruh kegiatan penerimaan pengeluaran 
kas, penyimpanan surat-surat berharga milik perusahaan, memelihara 
likuiditas perusahaan serta monitoring utang dan piutang perusahaan. 
Adapun tanggung jawab dari Manajer Utama, yaitu: 
a. Perumusan kebijakan dan pedoman Manajemen Kas, Piutang, Utang, 
Settlement (transaksi investasi) dan perpajakan perusahaan; 
b. Memonitoring dan evaluasi semua kegiatan yang terjadi di Divisi 
Perbendaharaan, seperti: program kerja, pengendalian anggaran, 
custodian internal / eksternal dan perpajakan; 
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dan Rencana Kegiatan 
(POA) unit kerja; dan 
d. Verifikasi pencairan anggaran dan pengesahan pembayaran atau 
penerimaan Kantor Pusat. 
2. Manajer Likuiditas  
a. Penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen kas (likuiditas) 
perusahaan; 
b. Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) pembayaran pensiun 
dan surat berharga dengan unit kerja dan instansi terkait; 
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c. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan departemen 
unit kerja; dan 
d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dan Rencana Kegiatan 
(POA) departemen unit kerja 
 
3. Asisten Manajer Verifikasi Transaksi Keuangan 
a. Menyusun draft kebijakan dan pedoman verifikasi dokumen transaksi 
keuangan; 
b. Pengecekan kelengkapan dan pengendalian atas bukti-bukti dokumen 
transaksi keuangan; 
c. Penyelenggaraan verifikasi dokumen transaksi keuangan kantor pusat; 
d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) dan Rencana 
Kegiatan (POA) sub departemen unit kerja; dan 
e. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal sub 
departemen unit kerja. 
 
6. Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Teknologi Informasi 
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Perencanaan, Pengembangan, 
dan Teknologi Informasi membagi menjadi empat divisi, yaitu Divisi 
Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Divisi Teknologi Informasi, Desk 
Manajemen Resiko dan Desk Kepatuhan. Tugas Direktur Perencanaan, 
Pengembangan dan Teknologi Informasi sebagai berikut: 
a. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategi rencana panjang 
perusahaan bidang perencanaan, pengembangan dan teknologi informasi; 
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b. Merumuskan sasaran dan kebijakan strategi dalam peningkatan perusahaan 
yang meliputi bidang perencanaan, pengembangan dan teknologi 
informasi. 
 
C. Kegiatan Umum PT TASSPEN (Persero) 
PT TASPEN (Persero) mengacu pada ruang lingkup usahanya yang 
bercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 25/1981 dan Peraturan 
Pemerintah No. 26/1981 yaitu sebagai peyelenggara Asuransi Sosial, 
termasuk Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) bagi Pegawai Negeri 
Sipil dan BUMN/BUMD. Berikut merupakan kegiatan umu PT TASPEN 
(Persero): 
1. Program Tabungan Hari Tua (THT): 
Berikut adalah jenis-jenis Tabungan Hari Tua (THT): 
a. Asuransi Dwiguna  
Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan 
keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli 
warisnya pada saat peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 
pensiun. Para peserta Program Asuransi Dwiguna juga memperoleh 
Asuransi Kematian tanpa harus menambah iuaran Program Asuransi 
Kematian adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan 
kepada peserta apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau kepada ahli 
waris apabila peserta meninggal dunia. Selain itu bagi peserta yang 
berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun atau bukan karena 
meninggal dunia akan memperoleh pembayaran sekaligus dalam bentuk 
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Asuransi Nilai Tunai. Program ini diikuti oleh pegawai negeri sipil, 
kecuali pegawai negeri sipil Departemen Hankam, pejabat negara, dan 
pegawai BUMN/BUMD. 
b. Asuransi Multiguna Sejahtera  
Program Asuransi Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari 
Asuransi Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta berupa 
manfaat berkala, disamping manfaat THT dan manfaat nilai tunai. 
Besarnya manfaat berkala disesuaikan dengan kemampuan masing- 
masing peserta. Program ini telah diikuti oleh pegawai beberapa 
BUMN/BUMD. 
c. Asuransi Ekaguna Sejahtera  
Program Asuransi Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT 
saja kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya. Program 
ini juga telah diikuti oleh pegawai beberapa BUMN/BUMD. 
Pengelolaan dan penyelenggaraan Program THT dilakukan 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 491 tahun 2004 tanggal 18 
Oktober 2004 Perihal Penyelenggaraan program dan Pengelolaan 
Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh PT TASPEN (Persero yang telah 
diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.010/2008 yang 
kemudian dipergunakan dengan dengan diterbitkannya Peraturan menteri 
keuangan No. 79/PMK.01/2011 tanggal 12 April 2011. Kepesertaan 
Program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai/ 
Pejabat Negara sampai dengan pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti. 
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d. Hak-hak peserta THT: 
1) THT dibayarkan apabila peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri 
karena pensiun atau meninggal dunia; 
2) Nilai Tunai dibayarkan apabila peserta berhenti bukan karena pension 
atau meninggal dunia (keluar); dan 
3) Asuransi Kematian (Askem) dibayarkan apabila peserta, istri atau 
suami dan anak peserta meninggal dunia.  
e. Kewajiban Peserta THT:  
1) Membayar Iuran/premi sebesar 3,25% dari penghasilan pegawai (gaji 
pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak) setiap bulan; 
2) Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarga peserta;  
3)  Menyampaikan perubahan data penghasilan atau perubahan data diri 
keluarga.  
 
2. Jaminan Kecelakaan Kerja 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan 
tunjangan cacat. Peserta Program JKK adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang menerima gaji dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di 
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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3. Jaminan Kematian 
Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian 
bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 
Peserta Program JKM adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
menerima gaji dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
 
4. Program Pensiun  
Program Pensiun adalah suatau program yang bertujuan untuk 
memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai 
penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada negara sebagaimana 
ditetapkan dalam Undang- Undang No.11 Tahun 1969 tentang pemberian 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai Negeri Sipil. 
Peserta Program Pensiun adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara, 
penerima pensiun TNI/POLRI yang pensiun sebelum 1 April 1989, penerima 
tunjangan veteran RI, penerima tunjangan perintis Kemerdekaan Republik 
Indonesia/ Komite Nasional Indonesia Pusat. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
  
A. Bidang Kerja 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT TASPEN 
(Persero) Jl. Letjend Suprapto No. 45 Cempaka Putih Lt-2 gedung A, Jakarta 
Pusat. Praktikan ditempatkan di Divisi Perbendaharaan, bagian Sub 
Departemen Verifikasi Transaksi Keuangan. Divisi Perbendaharaan memiliki 
tugas antara lain: 
1. Menyimpan surat-surat berharga milik perusahaan pada bank kustodian 
dan kluis perusahaan; 
2. Melakukan penelitian dan analisis SPJP dari kantor cabang serta 
pengesahan SPJP seluruh kantor cabang; 
3. Mengendalikan dan mengelola piutang dan utang perusahaan; 
4. Merencanakan dan menyelenggarakan semua kewajiban perpajakan 
perusahaan; 
5. Melakukan fungsi verifikasi terhadap dokumen pembayaran dan 
penerimaan. 
Keterkaitan Divisi Perbendaharaan dengan divisi lain, yaitu divisi 
Perbendaharaan akan memberikan dana tambahan yang dibutuhkan oleh 
divisi lain untuk kebutuhan pengeluaran. Setiap divisi yang membutuhkan 
dana tambahan harus melalui Divisi Perbendaharaan untuk mencairkan dana. 
Sebelum adanya pencairan dana yang dibutuhkan oleh divisi tersebut, 
Dokumen pembayaran akan masuk ke Sub Departemen Verifikasi terlebih 
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dahulu untuk di verifikasi, Dokumen pembayaran berguna untuk kebenaran 
bukti transaksi agar Sub Departemen Verifikasi melakukan penelitian dan 
pengecekan kelengkapan terhadap dokumen yang akan dibayarkan. Setelah 
kriteria verifikasi terpenuhi akan dibuatkan voucher yang telah dicairkan oleh 
bagian likuiditas. Voucher berguna sebagai data untuk transaksi pencairan 
dana tersebut kepada pihak bank yang bekerja sama dan sebagai arsip untuk 
bagian Divisi Akuntansi dalam mengevaluasi pada periode tertentu melalui 
data voucher tersebut. 
Divisi Perbendaharaan memiliki Sub Departemen Verifikasi Transaksi 
Keuangan, berikut ini tugas yang dilakukan dalam bagian Sub Departemen 
Verifikasi Transaksi Keuangan adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan verifikasi transaksi pencairan anggaran Kantor Pusat dan 
penandatanganan blanko resume verifikasi; 
2. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pertanggung Jawaban di masing-
masing divisi untuk memastikan ketepatan perhitungan vertikal dan 
horizontal dan kelengkapan dokumen; 
3. Memonitor berkas transaksi keuangan yang dikembalikan kepada divisi-
divisi dengan menggunakan agenda pencatatan verifikasi; 
4. Memastikan pembayaran pajak dengan berkoordinasi dengan asisten 
manajer pajak; dan  
5. Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran dari unit kerja sesuai 
ketentuan perusahaan untuk memastikan kebenaran pembayaran dan 
ketepatan pembebannya sehingga layak untuk diterbitkan voucher. 
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Selama pelaksanaan PKL, praktikan diberi beberapa tugas mengenai 
memverifikasi dokumen pembayaran di kantor pusat, selain itu praktikan 
harus mampu memahami alur-alur dalam mengerjakan tugas dan praktikan 
juga harus memiliki ketelitian dalam mengerjakan tugasnya. 
Praktikan diberikan tugas dibagian Sub Verifikasi Transaksi 
Keuangan selama menjalani PKL. Bidang kerja yang dilakukan oleh 
Praktikan pada Sub Verifikasi Transaski Keuangan, yaitu Verifikasi 
Dokumen Transaksi (Kas Kecil) dengan beberapa tahapan alur kerja pada 
Sub Verifikasi Transaksi Keuangan sebagai berikut: 
1. Melakukan pencatatan dokumen transaksi yang masuk pada Sub 
Departemen Verifikasi Transaksi Keuangan 
2. Input rotasi dokumen transaksi keuangan yang masuk kedalam sistem 
workflow 
3. Melakukan pengecekkan dokumen di sistem ELO 
4. Melakukan Verifikasi Dokumen Transaksi Keuangan 
5. Membuat Ekspedisi Kasir 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL selama 2 bulan dimulai dari tanggal 16 
Juli 2018 sampai 14 September 2018. Kegiatan PKL ini dilakukan sesuai 
dengan hari kerja yang berlaku di PT TASPEN (Persero) yaitu pada hari 
Senin-jumat dengan waktu kerja dari pukul 07.45 - 16.30 WIB.  
Pada hari pertama kerja, Praktikan diarahkan oleh Kepala Divisi 
Sumber Daya Manusia (SDM), untuk bertemu dan diperkenalkan pada unit 
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kerja yaitu Divisi Perbendaharaan. Setelah itu, praktikan diperkenalkan 
kepada bagian Sub Departemen Verifikasi Transaksi Keuangan yang nantinya 
praktikan akan ditempatkan di Sub Departemen Verifikasi Transaksi 
Keuangan. Setelah itu, diberi pemahaman oleh Staff verifikasi transaksi 
keuangan mengenai langkah-langkah kerja yang akan dilakukan setiap 
harinya selama menjalani PKL. Praktikan berusaha semaksimal mungkin 
untuk menyelasaikan tugas dengan tepat waktu.  
Verifikasi atau analisis dokumen transaksi merupakan proses 
penentuan kebenaran dan keabsahan dokumen serta penentuan akun dan 
pengaruhnya terhadap akun yang lain. Dalam menganalisis dokumen/bukti 
transaksi keuangan dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Dengan adanya analisis 
kita akan mengetahui kapan terjadinya transaksi, jatuh tempo pembayaran, 
dan pengaruhnya terhadap akun yang ada pada perusahaan serta keuntungan 
yang dapat kita peroleh dari transaksi tersebut 
Dalam melakukan Verifikasi Dokumen Transaksi, Praktikan melakukan 
semua pekerjaan sesuai dengan alur verifikasi Transaksi Keuangan antara 
lain: 
1. Melakukan pencatatan dokumen transaksi yang masuk pada Sub 
Departemen Verifikasi Transaksi Keuangan 
Setiap dokumen yang masuk ke Sub Departemen Verifikasi maupun 
yang akan dikirim harus dicatat kedalam buku agenda. Format buku agenda 
(Lampiran 8, Halaman 59) terdiri dari enam kolom yaitu tanggal pengiriman 
dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen diterima, perihal dan disposisi. 
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Adapun langkah-langkah dalam melakukan pencatatan dokumen masuk 
kedalam buku agenda adalah sebagai berikut:  
a. Praktikan menerima dokumen masuk yang diberikan; 
 
Gambar III.1 Dokumen transaksi yang telah di terima  
 Sumber: Dokumen Divisi Perbendaharaan Sub Departemen Verifikasi 
b. Sebelum memulai pencatatan hal pertama yang dilakukan adalah melihat 
lembar disposisi pada dokumen tersebut dan melihat nomor dokumen 
karena semua informasi terdapat pada buku agenda pengirim;  
c. Pada kolom setelah perihal dan disposisi, Praktikan akan menandatangani 
untuk tanda bukti bahwa dokumen tersebut sudah sampai di Verifikasi 
Transaksi Keuangan; 
d. Setelah itu, Praktikan menuliskan tanggal surat diterima; dan 
e. Selanjutnya, Praktikan menuliskan nama penerima dokumen tersebut dan 
perihal surat tersebut. 
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2. Input rotasi dokumen transaksi keuangan yang masuk kedalam sistem 
workflow 
Setelah dokumen sudah diterima oleh praktikan, praktikan akan 
melakukan pengecekan rotasi yang sudah ada di sistem workflow. Setiap 
dokumen dibuat dari masing-masing divisi melakukan perekapan dokumen di 
sistem ELO (Electronic Filling System) dan melakukan penginputan data di 
sistem digital workflow. Rotasi dokumen merupakan alur dari perusuhaan, 
agar mengetahui dokumen transaksi sudah sampai dimana dan dokumen 
tersebut diverifikasi. 
Adapun langkah-langkah dalam menginput dokumen yang telah 
masuk kedalam sistem workflow: 
a. Praktikan menyalakan komputer dengan menekan tombol power; 
b. Setelah komputer menyala, Praktikan memasukan kata sandi untuk dapat 
membuka komputer tersebut; 
c. Setelah masuk ke jendela windows, Praktikan membuka aplikasi yang 
dapat mengakses internet google chrome; 
d. Setelah masuk di menu google chrome, Praktikan mengetik 
172.16.50.98/kasir/ dan memasukan username dan password. Praktikan 
menggunakan username milik karyawan Sub Departemen Verifikasi 
Transaksi Keuangan; 
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Gambar III.2 Sistem Workflow untuk memverifikasi Data Transaksi 
Sumber: Sistem Divisi Perbendaharaan Sub Departeman Verifikasi 
 
e. Setelah berhasil login, Praktikan akan mengecek rotasi yang ada di sistem 
workflow dengan cara klik nomor dokumen. Jika dokumen rotasi belum 
ada di aplikasi, dokumen tersebut akan dikembalikan kepada divisi yang 
membuat dokumen transaksi keuangan dan melakukan pencatatan 
kedalam buku agenda Sub Departemen Verifikasi; 
f. Jika dokumen rotasi sudah ada di aplikasi Workflow, Praktikan akan 
mencetak dokumen rotasi; dan 
 
Gambar III.3 Dokumen Transaksi yang telah dirotasi 
  Sumber: Dokumen Divisi Perbendaharaan Sub Departeman Verifikasi 
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g. Setelah rotasi dicetak, Praktikan akan memeriksa dokumen pembayaran 
terlebih dahulu untuk mengetahui dokumen tersebut terkena pajak atau 
tidak. Jika ada, praktikan akan memberi dokumen tersebut kepada asisten 
manajer pajak untuk diverifikasi tentang faktur pajak, bukti pemotongan 
pajak dan lain-lain dan akan kembali lagi ke pihak Verifikasi Transaksi 
Keuangan. 
3. Melakukan pemeriksaan dokumen di sistem ELO 
Setelah merasa rotasi dokumen transaksi pembayaran sudah benar dan 
dicetak, Praktikan akan melakukan verifikasi di sistem ELO (Electronic 
Filling System), dengan adanya kebenaran dokumen fisik dan dokumen yang 
ada di sistem yaitu scan dokumen. Praktikan melakukan pemeriksaan di 
sistem ELO, dengan mengklik nomor dokumen dan akan muncul nomor 
dokumen dan beserta scan dokumen transaksi keuangan. Tujuan diterapkan 
ELO sebagai acuan dasar bagi kantor pusat dan kantor cabang dalam 
melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen pembayaran secara terukur, 
dokumen termonitor, aman, dan efisien. Dalam hal ini yang diperiksa adalah 
dokumen fisik dengan scan yang ada dalam sistem. Hal-hal yang diperiksa 
adalah keabsahan dokumen seperti tandatangan penanggungjawab dan 
perhitungan yang benar. Jika dokumen fisik dan dokumen scan benar akan 
dilakukan ke tahap selanjutnya. Namun, jika dokumen fisik belum sesuai 
dengan dokumen scan, dokumen fisik akan dikembalikan ke unti kerja atau 
divisi untuk dilakukan perbaikan. 
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Gambar III.4 Dokumen transaksi dalam pengecakkan  
Sumber: Dokumen Divisi Perbendaharaan Sub Departeman Verifikasi 
  
4. Melakukan Verifikasi Dokumen Transaksi Keuangan  
 Sebelum melakukan kegiatan yang menimbulkan biaya, Pusat 
Pertanggungjawaban atau setiap divisi harus mempedomani Plan of Action 
(Rencana Kerja & Kegiatan) yang tertuang dalam RKAP yang telah disetujui 
Pemegang Saham. Selanjutnya Pusat Pertanggungjawaban melakukan 
pengecekan ketersediaan anggaran yang menjadi tanggungjawabannya 
melalui sistem SAP. Pelaksanaan program kerja tersebut tertuang dalam 
transaksi-transaksi keuangan yang merupakan dasar penyusunan Laporan 
Keuangan. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang benar dan akurat 
perlu didukung oleh kegiatan verifikasi dalam pelaksanaan transaksi 
keuangan.  
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 Pihak verifikator mempercayai untuk memberi tanggung jawab 
kepada praktikan untuk memverifikasi dokumen transaksi keuangan. 
Praktikan di beri tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dan keabsahan dokumen pendukung serta pemeriksaan kebenaran 
perhitungan. Dari pemeriksaan material meliputi keabsahan transaski dari 
segi waktu, kejadian, perhitungan sehingga transaksi tersebut benar dan sah 
sedangkan dari pemeriksaan perhitungan praktikan memeriksa kembali 
kebenaran perhitungan dari dokumen fisik yang berupa angka-angka yang ada 
dalam bukti transaski (bon-bon atau kwitansi) dari horizontal maupun 
vertikal.  
  Apabila praktikan dalam mengerjakan tugasnya mendapatkan 
perbedaan antara perhitungan praktikan dengan dokumen fisik maka 
praktikan harus menandai dokumen fisik tersebut dengan paper notes dengan 
diberi keterangan letak perbedaannya dan dokumen fisik tersebut akan 
dikembalikan ke unit kerja untuk diperbaikan, sedangkan dokumen fisik yang 
telah benar keabsahan dan perhitungan akan dilanjutkan ketahap selanjutnya.  
 Praktikan memverifikasi kelengkapan dokumen Lembar Pengantar 
Transaksi (LPT), Surat Permohonan Pengajuan Uang Muka (SP2U) dan Surat 
Pertanggungjawaban Uang Muka (SPU). Berikut ini ketentuan perusahaan ke 
tiga dokumen sebagai berikut: 
a. Dokumen Lembar Pengantar Transaksi (LPT) 
Dokumen LPT sebagai pusat pertanggungjawaban dalam melalui 
mekanisme reimburse atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh 
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unit pengelolaan atau dibayarkan kepada penerima akhir oleh kasir dengan 
menggunakan dokumen LPT ini. Seluruh kegiatan verifikasi dokumen 
transaksi pembayaran atas seluruh kegiatan sesuai program kerja 
perusahaan yang menggunakan akun beban manajeman, operasional, 
beban pegawai dan beban umum. Berikut ini yang termasuk dalam 
dokumen Lembar Pengantar Transaksi (LPT) dan praktikan melakukan 
verifikasi keabsahan dokumen menurut ketentuan perusahaan: 
1) Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan Direksi dan Komisaris; 
2) Pembayaran Representasi (Lampiran 9, Halaman 60); 
3) Pembayaran Pengobatan Opname dan Penggantian Pengobatan 
karyawan (Lampiran 10, Halaman 61); 
4) Pembayaran Jamuan (Makanan), Dalam dokumen pembayaran jamuan 
ini biasanya dalam rangka kegiatan-kegiatan seperti rapat dalam suatu 
divisi dan tamu dinas (Lampiran 11, Halaman 64); 
5) Pembayaran perlengkapan Rumah Tangga; 
6) Pembayaran honor sopir perjalanan dinas dan pembayaran bahan Bakar 
Minyak (BBM), Tol dan Parkir (Lampiran 12, Halaman67); 
7) Pembayaran telepon, air, listrik dan internet; 
8) Pembayaran perjalanan dinas karyawan; dan 
9) Pembayaran upah lembur 
b. Dokumen Surat Permohonan Pengajuan Uang Muka (SP2U) dan Surat 
Pertanggung jawaban Uang Muka (SPU) 
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Dokumen SP2U dan SPU merupakan satu alur dari ketentuan 
perusahaan. Surat permohonan pengajuan uang muka (SP2U) merupakan 
unit pengolah yang dapat mengajukan pencairan uang muka kerja untuk 
membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, 
sedangkan surat pertanggungjawaban uang muka (SPU) yang telah 
direalisasikan berapa keperluannya lalu dipertanggungjawabkan berapa 
uang yang telah dipakai dan sisa uang tersebut. Berikut ini yang termasuk 
dalam dokumen Surat Surat Permohonan Pengajuan Uang Muka (SP2U) 
dan Surat Pertanggungjawaban Uang Muka (SPU) dan praktikan 
melakukan keabsahan dokumen menurut ketentuan perusahaan: 
1) Uang muka kerja Rapat Kerja Nasional (Rakernas); 
2) Pertanggungjawaban uang muka Kerja Rapat Nasional (Rakernas); 
3) Uang muka kerja perjalanan dinas; 
4) Pertanggungjawaban uang muka kerja perjalanan dinas; 
5) Uang muka jamuan tamu dinas (Lampiran 13, Halaman 70); dan 
6) Pertanggungjawaban uang muka jamuan tamu dinas (Lampiran 14, 
Halaman 72) 
Setelah dilakukan verifikasi oleh praktikan, dokumen diberikan kepada 
pembimbing untuk diperiksa kembali dan diberikan kepada asisten menajer 
untuk ditandatangani dokumen yang sudah benar. Jika dokumen transaksi di 
bawah Rp100.000.000 diverifikator dan ditandatangani oleh asisten manajer 
sedangkan di atas Rp100.000.000 akan diverifikator oleh manajer. Dalam hal 
ini dokumen yang telah diberikan kepada asisten manajer ada juga dokumen 
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yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan dan dokumen tersebut akan 
dikembalikan kepada unit kerja. Jika dokumen benar akan ketahap 
selanjutnya. 
5. Membuat Ekspedisi Kasir 
Setelah asisten manajer menyetujui dokumen pembayaran, Praktikan 
membuat ekspedisi kasir sebelum dokumen tersebut diterima oleh bagian 
kasir. Ekspedisi kasir ini salah satu bukti untuk mengetahui dokumen 
pembayaran sudah ada dikasir dan sudah sah dengan kebenaran dokumen 
pembayaran. Ekspedisi kasir dibuat manual dari Microsoft excel. 
 
Gambar III.5 Daftar dokumen yang telah di Verifikasi 
Sumber : Dokumen Divisi Perbendaharaan Sub Departeman Verifikasi 
 
Setelah dokumen pembayaran sudah dikasir dilakukan pencetakan 
voucher. Voucher yang telah dicetak di sahkan oleh pejabat pengesah 
(Viatur). Terhadap voucher yang telah disahkan, kasir dapat melakukan 
pembayaran sesuai transaksi. Posting dilakukan oleh kasir setelah dilakukan 
pembayaran transaksi pada hari transaksi (current date). Setelah dilakukan 
posting, voucher tersebut diberi stempel lunas bertanggal yang sesuai dengan 
tanggal transaksi. 
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C. Kendala yang dihadapi 
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam bidang apapun pasti 
terdapat kendala yang dihadapi, tidak terkecuali dalam pelaksanaan magang 
di PT TASPEN (Persero) di Divisi Perbendaharaan. Hal ini dikarenakan 
praktikan merupakan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja 
yang cukup. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh penulis selama melakukan Praktik 
Kerja Lapangan adalah: 
1. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan waktu yang cepat agar tidak 
adanya penumpukan berkas. Dalam hal ini, pratikan rentan melakukan 
kesalahan dalam menginput nomor dokumen dalam sistem workflow; 
2. Masih terbatasnya lingkup pekerjaan yang diberikan kepada praktikkan; 
3. Kurangnya ilmu dan pengetahuan praktikan dalam dunia kerja karna ilmu 
yang didapat di tempat kuliah dengan dunia kerja sedikit berbeda; dan 
4. Dalam dokumen pembayaran sering kali ketidakcocokan antara dokumen 
dengan bukti transaksi yang tidak sesuai dengan jumlahnya (kwitansi, 
struk, nota, bon). Hal ini menyebabkan praktikan harus mengembalikan 
dokumen tersebut kepada divisi atau yang bertanggung jawab untuk di 
perbaiki dan akibatnya dokumen pembayaran membutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk diperbaiki. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Setiap kendala yang dihadapi pasti ada jalan keluar untuk kendala 
tersebut. Meskipun pekerjaan yang praktikan kerjakan merupakan hal yang 
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baru praktikan temui dan terkadang belum praktikan kuasai, namun praktikan 
senantiasa mencoba mencari solusi atas kendala yang praktikan hadapi 
selama PKL berlangsung. Berikut cara yang digunakan praktikan dalam 
mengatasi kendala: 
1. Menentukan kalimat kunci disetiap jenis dokumen pembayaran dan 
memahaminya agar tidak salah dalam mentukan nomor dokumen; 
2. Praktikan berusaha untuk aktif bertanya dan meminta tugas kepada staff-
staff di Divisi Perbendaharaan jika pembimbing belum memberi tugas 
yang lain. Apabila praktikan juga sudah menyelesaikan tugas yang telah 
dikerjakan; 
3. Praktikan berusaha menyesuaikan diri dengan beberapa kekurangan yang 
ada pada perangkat kerja, praktikan sebisa mungkin dengan kekurangan 
tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik; dan 
4. Praktikan segera mengembalikan dokumen tersebut dan mengkonfirmasi 
kepada pihak yangbertanggungjawab membuat dokumen agar dapat segera 
merevisi kebenaran bukti transaksi sehingga tidak terlalu lama memakan 
waktu dan menunda pekerjaan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan memperoleh 
banyak pengalaman baru dan pengetahuan yang berkaitan dengan sistematis 
proses pengeluaran kas yang dilakukan pada PT TASPEN (Persero) yang 
merupakan salah satu perusahaan milik negara. selama kurang lebih dua 
bulan, praktikan dapat menyimpulkannya sebagai berikut: 
1. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 
mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia 
kerja, khususnya dalam bidang verifikasi seperti sistem verifikasi yang 
dilakukan sesuai prosedur, memeriksa kembali kebenaran perhitungan, dan 
identifikasi keabsahan fisik transaksi karena dibutuhkan ketelitian dan 
kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan agar hasil yang diperoleh 
maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 
2. Praktikan dapat mengetahui cara menghitung perjalanan dinas pegawai, 
dan dapat memahami isi terkait dokumen perjalanan dinas; 
3. Praktikan dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang ada di Divisi 
Perbendaharaan PT TASPEN (Persero); 
4. Praktikan mengetahui sistematis alur pencairan dana di PT TASPEN 
(Persero); 
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5. Praktikan mampu untuk berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam 
dunia kerja dan dapat bekerjasama dalam sebuah tim untuk mencapai 
tujuan. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktek Kerja Lapangan 
(PKL), praktikan memiliki beberapa masukan yang diharapkan dapat 
membantu pelaksanaan PKL kedepannya agar lebih baik lagi. Beberapa 
masukan tersebut adalah: 
1. Bagi praktikan yang akan melaksanakan PKL  
Bagi praktikan selanjutnya, sebelum melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan sebaiknya praktikan memperluas ilmu pengetahuan di 
bidangnya dan mempelajari perusahaan atau lembaga yang akan dipilih 
untuk melakukan PKL. Praktikan harus juga memiliki Attitude yang baik 
untuk menjaga nama baik Universitas. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Sebelum praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, akan 
lebih baik jika mengarahkan mahasiswa untuk memilih dosen pembimbing 
dari awal agar mendapatkan pengarahan Praktik Kerja Lapangan dari 
dosen pembimbing sehingga praktikan dapat mengetahui apa saja yang 
harus dilakukan dan diperhatikan dalam melaksanakan PKL. 
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3. Bagi Perusahaan 
Saran bagi PT TASPEN (Persero) yaitu dengan membuat sistem 
pengecekan pembayaran yang dapat terintegrasi dalam sistem sehingga 
dengan adanya sistem ini dapat meminimalisir kesalahan perhitungan atau 
data yang tidak valid dalam melakukan pengecekan perhitungan. 
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Lampiran 1: Surat permohonan izin PKL  
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Lampiran 2: Surat P enerimaan PKL dari PT TASPEN (Persero) 
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Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 4: Daftar hadir PKL 
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Lampiran 5: Penilaian PKL 
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Lampiran 6: Lembar Kegiatan Harian  
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Lampiran 7: Surat Pernyataan 
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Lampiran 8: Buku Agenda yang masuk diverifkasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
Lampiran 9: Dokumen pembayaran Representasi 
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Lampiran 10: Dokumen Pembayaran Pengobatan Opname dan Penggantian 
Pengobatan karyawan 
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Lampian 11: Dokumen Pembayaran Jamuan (makanan) kegiatan rapat 
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Lampiran 12: Dokumen Pembayaran honor sopir perjalanan dinas dan 
pembayaran bahan Bakar Minyak (BBM), Tol dan Parkir 
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Lampiran 13: Dokumen Permintaan pembayaraan uang muka 
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Lampiran 14: Dokumen Pertanggungjawaban uang muka 
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Lampiran 15: Dokumentasi foto bersama divisi Perbendaharaan 
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Lampiran 16: Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Laporan PKL 
 
 
 
  
